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MOTTO 

“Sesungguhnya hanya orang – orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala 

mereka tanpa batas.” 

(Q.S Az – Zumar : 10) 

 

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah – lelahmu itu, lebarkan 

lagi rasa sabarmu itu. Semua yang kau infestasikan menjadikan dirimu serupa yang 

kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar, tapi gelombang – gelombang itu 

yang nanti bisa kau ceritakan” 

(Boy Candra) 

 

Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk 

(Tan Malaka)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, 

sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide 

to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan 

Arab Latin Arab  Latin  

 Th ط A ا

  Zh ظ B ب

 „ ع T ث

  G ؽ Ts ذ

 F ف J س

   Q ق H ح

  K ك Kh خ

  L ل D ذ

  M م Dz ر

  N ن R س

  W و Z ص

  H ه S ط

 „ ء Sy ػ

  Sh ً Y ؿ

   Di ض
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B. Vokal, panjang dan diftong 

 Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal Fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u”, sedangkan bacaan 

panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut : 

Vokal (a) panjang = Ă misalnya قال menjadi qâla 

Vokal (i) panjang = Ĭ  misalnya قيل menjadi qĭla 

Vokal (u) panjang = ŭ  misalnya نود menjadi dŭna 

 Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 

“Ĭ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agara dapat menggambarkan ya‟ 

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah 

fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw) =  و misalnya قٕل menjadi qawlun 

Diftong (ay) = ً misalnya خٛؼ menjadi khayun 

    

B. Ta‟ Marbuthah 

Ta‟ marbuthhah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 

tetapi apabila Ta‟ marbuthoh tersebut berada diakhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الشعالت للمذسعهmenjadi al- 

risalah li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah- tengah kalimat yang 

terdiri atas susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka  ditranslitrasikan  

dengan  menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya 

misalnya فٌ سحمت الله  menjadi  fi rahmatillah. 

C. Kata Sandang dan Lafald al-Jalalah 

Kata sandang berupa “al” (ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 

diawal kalimat , sedangkan “al” dalam lafadh aljalalah yang berada ditengah-

tengah kalimat yang disandarkan (Idhafah), maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh-contoh berikut ini: 

i. Al-Imam al-bukhariy mengatakan.... 
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ii. Al-Bukhary dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .... 

iii. Masya‟Allah ka‟na wa ma‟lam yasya‟lam yakun.  

 

  



 
 

v 

 

ABSTRAK  

Judul : PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 DAN HUKUM KATOLIK DI INDONESIA (Studi Komparatif) 

 Setiap manusia pasti mempunyai tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan 

tersebut pasti mengorbankan sesuatu pula. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada 

yang namanya sebuah perjanjian yang mana perjanjian tersebutlah akan menjamin 

sepakatan yang dibuat. Salah satu perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian pra-

nikah. Perjanjian pra-nikah ini adalah suatu perjanjian yang di buat sebelum 

terjadinya pernikahan, perjanjian pra-nikah mempunyai dasar hukum yang 

berdasarkan undang – undang dan tidak boleh bertolak belakang dengan agama. 

Perjanjian pra-nikah tidak diatur secara detail di dalam agama islam, tetapi perjanjian 

pra-nikah di atur dengan baik didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab 

Undang – Undang Hukum Perdata ( KUHPer). Didalam islam sendiri perjanjian pra-

nikah bukan menjadi sebuah kewajiban yang jika tidak dibuat bisa membatalakan 

pernikahan, perjanjian pra-nikah sendiri mengatur tentang bagaimana pernikahan 

berlangsung dan bagaimana nantinya jika terjadinya perceraian. Karna itu lah 

perjanjian pra-nikah dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan di masyarakat 

kita pada umumnya. Begitu juga di dalam agam katolik, pada awalnya perjanjian pra-

nikah sangat di tentang oleh pihak gereja karna menurut gereja pernikahan bukanlah 

sebuah kontrak, tetapi pernikahan di landasi dengan perasaan cinta dan kasih sayang. 

Didalam Alkitab juga di sebutkan bahwa “yang telah di satukan oleh Allah tidak 

boleh di ceraikan oleh manusia” Matius 19:6. Tetapi karna banyaknya kasus 

perceraian maka pihak gereja harus memikirkan kembali tentang perjanjian pra-nikah 

tersebut. 

Kata Kunci : Perjanjian Pra-Nikah, Hukum Islam, Agama Katolik 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, 

karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi sebagai salah satu 

syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada 

kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah 

serta rahmat bagi seluruh alam semesta. 

 Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan penelitian/penulisan 

skripsi dengan judul “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif  Hukum Islam Dan 

Hukum Katolik Di Indonesia” Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari 

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dari skripsi 

ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah swt. Skripsi ini dapat terselesaikan 

berkat bimbingan dan pengarahan serta motivasi dari berbagai pihak. Harapan saya, 

meskipun skripsi ini jauh dari sempurna, namun tetap dapat memberikan kemudahan 

serta dapat mendorong para pembaca untuk lebih giat lagi dalam belajar.  

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini kepada : 

1. Alhamdulillah rasa syukur dan terima kasih saya kepada sang Kholiq Allah 

SWT. yang telah memberi jalan serta kemudahan kepada penulis untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Khususnya kepada orang yang berjasa dalam hidup saya yaitu almarhum 

ayahanda tercinta bapak Herman.S, ibunda tersayang ibu Wirma Nensih. 

Penulis menyadari bahwa tiada kata yang mampu sepenuhnya 
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menggambarkan rasa syukur ini. Namun, dengan penuh cinta dan ketulusan 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan 

ibu. Terima kasih atas segalanya, do‟a, dukungan, kepercayaan, motivasi dan 

cinta yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis, khususnya 

sepanjang perjalanan penelitian ini. Terimakasih telah menjadi orang tua yang 

suportif dan telah berjuang bersama peneliti, mengorbankan banyak waktu, 

tenaga dan upaya untuk mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup 

saya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian dalam kebaikan dan 

kemudahan, aamiin. 

3. kepada cinta kasih kedua saudara kandung, abang saya Fadillah Herman yang 

telah menggantikan peran ayah dikehidupan saya. Terima kasih atas segala 

do‟a, motivasi dan dukungan yang diberikan. Serta keluarga besar yang telah 

memberikan perhatian, dukungan dan turut mendoakan penulis dalam 

mencapai apa yang diinginkan. 

4. Terima kasih kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag 

beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba 

ilmu di Universitas ini. 

5. Terima kasih kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. 

Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III yang 

telah memberikan kemudahan bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas 

Ushuluddin. 

6. Terima kasih kepada bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku ketua Prodi Studi 

Agama-Agama yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam 

pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis. 

7. Terima kasih kepada bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Pembimbing 

Akademik yang telah memberikan nasehat, motivasi dan bimbingannya 

selama ini kepada penulis.  

8. Terima kasih kepada Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Ibu Khairiah, M.Ag 

selaku dosen pembimbing yang telah bersabar dan banyak memberi arahan 
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dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan 

baik. 

9. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu dosen yang memberi ilmu serta 

pengetahuan selama perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi 

berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan untuk kebahagiaan di 

akhirat.  

10. Terima kasih kepada sahabat saya Esy Sukma Nurmadani karena telah 

berjuang bersama dari awal penulisan ini, yang saling membantu dikala susah, 

menghibur dikala gundah, memberikan semangat dan motivasi di saat-saat 

hampir menyerah. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. 

11. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan prodi Studi Agama-Agama 

angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, see you on top, guys. 

12. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi 

ini baik secara moral maupun material. 

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam 

penulisan Skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang 

memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar  belakang 

Membangun rumah tangga adalah impian semua orang dan menjadi sebuah 

langkah awal dari peradaban manusia yang akan ditempuh untuk meneruskan sebuah 

peradaban. Tuhan menciptakan manusia secara berpasangan yang mana juga itu 

wujud dari kebesaran tuhan. Pasangan itu fitrahnya sebagai pelengkap diri manusia 

yang sangat dasar sehingga memberikan ketenangan batin dan pada akhirnya 

menumbuhkan rasa cinta. Rasa cinta inilah yang mendorong manusia untuk ingin 

melanjutkan hidup bersama dan bisa juga disebut dengan pernikahan. 

 Secara umum pernikahan ini merupakan ikatan antara seorang laki – laki dan 

perempuan baik secara lahir maupun batin, sehingga dari ikatan tersebut kedua 

pasangan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, karna 

pernikahan ini akan berlangsung seumur hidup maka setiap pasangan yang akan 

menikah menganggap bahwa pernikahan ini adalah suatu hal yang sakral. 

 Pada awal terjadinya pernikahan atau sebelum pernikahan terjadi, ada sebuah 

kesepakatan yang dibuat kalau terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. perjanjian 

yang dibuat dan disepakati oleh kedua pasangan tersebut dikenal dengan sebutan 

perjanjian pra-nikah tetapi masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Perjanjian 

pernikahan atau lebih dikenal dengan perjanjian perkawinan.  

 Makna dari perjanjian pra-nikah tersebut adalah suatu keputusan bersama atau 

persetujuan yang di buat oleh seorang laki – laki dan perempuan yang akan menikah 

tanpa adanya paksaan dan dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan, perjanjian pra-

nikah ini harus dibuat dan disahkan oleh pegawai  
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pencatat nikah atau pegawai KUA (Kantor Urusan Agama). Perjanjian pra-nikah ini 

berisikan tentang hal – hal yang harus dipenihi oleh pasangan selama hidup bersama, 

dan perjanjian ini juga membahas jika nantinya terjadi perceraian. 

 Perjanjian pra-nikah itu sama dengan sumpah karna diawali dengan ucapan 

sumpah yang mana jika sumpah tersebut dilanggar dan tidak dilakukan maka orang 

yang membuat perjanjian tersebut akan berdosa dengan alasan tidak memenuhi 

perjanjian yang telah disepakati.
1
 

 Perjanjian pra-nikah ini merupakan suatu yang baru dikalangan masyarakat 

kita umumnya di Indonesia, masyarakat kita percaya bahwa menyinggung perceraian 

sebelum terjadinya pernikahan merupakan suatu hal yang tidak pantas seperti yang 

telah dijelaskan diatas. Pernikahan bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan atas 

keinginan semata, tetapi pernikahan itu menyatukan dua keluarga lalu menyatukan 

dua kepala menjadi satu. 

 Contoh fenomena yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui praktik 

perjanjian pra-nikah ini di salah satu KUA di Sumatra Barat dengan menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan indukatif dan di lakukan melalui peneliatian 

lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian pra-nikah hanya 

dilakukan oleh satu pasangan yang mengatur pembagian harta saat perceraian, 

pemeliharaan anak, poligami, dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Secara 

keseluruhan perjanjian tersebut sesuai dengan hukum islam dan hukum perkawinan di 

indonesia, serta memiliki kekuatan hukumyang sah.
2
 

 Dasar hukum dalam pembuatan perjanjian pra-nikah ini berlandaskan pada 

peraturan perundang – undangan tentang pernikahan yang berlaku, yaitu pada 

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 C yang diperbarui menjadi Undang 

                                                             
1
Ach Redy, ―Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-nikah,‖ Journal Of 

Indonesia Islamic Family Law, 2019, 130. 

   
2
 Aa Sofyan , Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Islam: Studi Fenomenologi di Era Society, 

Volume 03 No 02 Tahun 2023  
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– Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3
 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap 

perlu untuk memberikan pemahaman terhadap penelitian ini. Diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Perjanjian : diartikan sebagai persetujuan syarat, tenggang, waktu, 

kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

atau lebih ditepati. Perjanjian yang disebutkan ini adalah perjanjian pra-nikah. 

2. Pra-nikah : pra (sebelum) Nikah, Perkawinan, Pernikahan, hal – hal yang 

berhubungan dengan kawin.
4
 

3. Perjanjian pra-nikah disebut juga dengan perjanjian sebelum pernikahan, 

perjanjian perkawinan, perjanjian pernikahan ini bisa digunakan secara 

bergantian, dan penyebutan ini tidak mengurangi sedikitpun makna karna 

pada hakikatnya sama, yakni merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon 

mempelai sebelum pernikahan dilaksanakan dan mengatur semua konsekuensi 

yang terjadi selama umur pernikahan tersebut. 

4. Perjanjian Pra-Nikah dalam Hukum Islam 

1) Pasal 29 undang – undang nomor 1 tahun 1974  

Pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan, kedua pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 

oleh pegawai pencatat pernikahan setelah mana isinya berlaku juga 

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ke tiga tersangkut.
5
 

                                                             
3
 Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia, Asy-

Syir‟ah, vol. Vol. 46, 2017, 88. 
4
Roos Nelly, ―Ketentuan Perjanjian Pra-nikah Dalam Hukum Pernikahan Di Indonesia,‖ 

Wahana Inovasi 7, no. 2 (2018): 386. 

   5 Undang – undang no 1 tahun 1974 pasal 29 ayat 1 
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2) Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :  

Kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian pernikahan dalam bentuk  

a) Taklik talak (isi taklik tidak boleh bertentangan dengan hukum 

Islam) 

b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
6
 

5. Perjanjian pernikahan dalam Agama Katolik : di dalam Agama Katolik 

perjanjian pra-nikah adalah kesepakatan atau consensus antara calon suami 

dan istri tentang hal – hal yang berkaitan dengan pernikahan mereka sebelum 

mereka menikah. Perjanjian dibuat dengan tujuan agar masa depan rumah 

tangga yang lebih baik sera untuk memakai hak dan kewajiaban sebagaimana 

ada dan diperoleh selama masa pernikahan tersebut. 

 

C. Identifikasi Masalah 

1. Pasangan yang baru menikah membuat perjanjian pra-nikah dengan tujuan 

menghindari kemungkinan – kemungkinan yang merugikan pernikahan 

tersebut.  

2. Penulis akan menguraikan tentang Perjanjian Pra-Nikah dalam perspektif 

Hukum Islam dan Katolik di Indonesia. 

 

D. Batasan Masalah 

Dengan melihat banyaknya penelitian tentang perjanjian pranikah yang ada 

maka peneliti membatasi penelitian hanya pada Perbedaan Perjanjian Pra-Nikah 

Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Katolik Di Indonesia. 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Katolik terhadap perjanjian pra-

nikah ? 

                                                             
   6 Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
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2. Apakah ada persamaan dan perbedaan tentang perspektif perjanjian pra-nikah 

dalam hukum Islam dan Katolik ? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui seperti apa pandangan dari hukum Islam dan Katolik 

terhadap perjanjian pra-nikah tersebut. 

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perspektif yang ada di 

dalam perjanjian pernikahan antara hukum Islam dan Katolik. 

2. Manfaat penulisan  

a. Secara teoritis. Penulis mengharapkan penelitian ini berguna sebagai 

kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat 

menjadi referensi. Serta memberikan suatu pandangan tentang perjanjian 

pernikahan baik di dalam hukum Islam maupun di dalam Katolik. Serta 

memberikan pandangan seberapa pentingnya perjanjian pernikahan 

tersebut dalam menjaga hubungan pernikahan, supaya tidak terjadinya 

perceraian dan hal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga. 

b. Secara praktis 

1. Memberikan pendalaman terhadap penting nya melakukan perjanjian 

pernikahan terhadap pasangan yang akan menikah. 

2. Memberikan informasi perbandingan terhadap perjanjian pernikahan 

terhadap dua Agama. 

 

G.  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran penulisan dan pembahasan, tulisa ini dibagi 

menjadi lima bab yang terdiri dari bagian – bagian yang digambarkan secara ringkas 

antara lain :  
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BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

sistematika penulisan. 

BAB II :  KAJIAN TEORITIS 

Dalam bab ini berisikan kerangka teori dan tinjauan penelitian 

yang relevan (literature review) 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan   

penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisa data.  

BAB IV :  PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan analisis dari semua data yang telah didapat 

oleh penulis mengenai Perbedaan Perjanjian Pra-Nikah Dalam 

Perspektif  Hukum Islam Dan Katolik Di Indonesia. Melalui 

analisis dari data tersebutlah diharapkan penulis mendapat 

jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada sehingga 

mendapatkan hasil. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran-saran yang 

membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Pernikahan 

Menurut etimologinya, kata “pernikahan” atau “nikah” berarti 

“mengumpulkan”, “bersetubuh”, “bersetubuh”, dan “akad”. Pernikahan pada 

dasarnya diartikan sebagai persetubuhan, sehingga secara majaz diartikan sebagai 

akad karena memiliki sebab dan akibat yang mengikat secara hukum.  

Sementara dalam KBBI mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad atau 

hubungan suami istri yang ditegakkan berdasarkan otoritas ajaran agama dan 

ketetapan hukum. Sementara itu, pernikahan didefinisikan oleh UU Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan YME.
7
 

 Pertemuan dua hati dibawah lindungan pergaulan hidup yang langgeng, 

dimana masing-masing pihak memiliki berbagai hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi untuk mendapatkan kehidupan yang terhormat, bahagia, harmonis, dan 

memiliki keturunan, adalah definisi pernikahan menurut Bachtiar.  

Pada dasarnya, pernikahan atau perkawinan adalah sarana yang disahkan 

secara agama dan hukum bagi seorang pria dan wanita untuk saling memenuhi 

kebutuhan emosional dan fisik melalui perkawinan. 

 Tujuan pernikahan tidak lain guna menciptakan kebahagiaan serta 

harmonisasi didalam berumah tangga serta untuk memenuhi kebutuhan baik lahir, 

batin, dan psikologis. Kebutuhan tersebut bisa terpenuhi di perlukan usaha bersama 

antara suami dan istri dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, definisi 

bahagia di dalam pernikahan biasanya tidak bisa diukur dalam bentuk apapun karena 

bahagia itu adalah suatu yang relatif. 

                                                             
7
Undang – Undang Perkawinan: UU RI Nomor 1 tahun 1974, (Yogyakarta: Pustaka 

Widyatama, 2004),hal. 8.  
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B. Perjanjian Pra-Nikah 

1. Perjanjian Pra-Nikah  

Berasalkan dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, kemudian dalam 

bahasa Inggris yaitu contract/agreement. Subekti menguraikan perjanjian 

sebagai sebuah kontrak dimana suatu peristiwa dua orang saling berjanji 

guna melaksanakan suatu hal bersama.
8
  

Ikatan atau hubungan yang tercipta ketika suatu peristiwa 

menimbungkan ekterkaitan hukum antara dua orang atau lebih. Dalam 

hubungan tersebut, setiap pihak mempunyai hak serta kewajiban yang 

dilindungi oleh hukum (UU). 

Di dalam kamus hukum juga memberi batasan terhadap pengertian 

perjanjian, adalah perjanjian atau kesepakatan formal antara dua orang atau 

lebih, pihak terkait, negara, atau entitas lain mengenai subjek tertentu. Hal 

tersebut adalah perjanjian lisan yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih 

dimana masing-masing berjanji untuk mematuhi apa yang disebutkan dalam 

perjanjian sebagai kesepakatan bersama.
9
 

Jika kita melihat dalam pandangan yang lebih luas, perikatan 

(verbintenis) memiliki arti yang lebih dalam dan lebih luas dibandingkan 

dengan perjanjian (overeenkomst). yang mana perikatan ini dapat 

terjadikarna adanya perjanjian serta UU. Sehingga bisa kita simpulkan 

perjanjian overeenkomst serta perikatan atau verbintenis memiliki 

keterikatan yang mana perikatan diterbitkan dari perjanjian. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan dokumen 

hukum yang berhubungan dengan properti antara dua pihak di mana satu 

pihak berjanji, atau dianggap telah berjanji, untuk melakukan atau tidak 

                                                             
8
 R.Subekti, , Hukum perjanjian op. 2000, cit, hal 122 

9
 Chalie rudayat, Kamus Hukum, tim pustaka, hal. 349-350 
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melakukan sesuatu, dan pihak lain memiliki hak untuk meminta agar janji 

tersebut dilaksanakan.
10

 

Berdasarkan beberapa uraian diatas menunjukkan perjanjian pranikah 

dibuat sebagai perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain yang 

membahas masalah pribadi, meskipun telah ada kesepakatan di antara 

mereka untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat materiil. 

Istilah perjanjian pra dalam bahasa Belanda yaitu “huwelijkse 

voorwaarden”. “huwelijk” secara bahasa yaitu pernikahan diantara pria serta 

wanita, sementara “voorwaarden” yaitu persyaratan. Didalam bahasa inggris 

disebut juga dengan “prenuptial agreement atau perjanjian pernikahan”. 

Perjanjian pra-nikah merupakan perjanjian sebelum pernikahan atau kawin, 

perjanjian pernikahan ini bisa digunakan secara bergantian, dan penyebutan 

ini tidak mengurangi sedikitpun makna karna pada hakikatnya sama, yakni 

merupakan perjanjian dari calon suami serta istri pra pernikahan 

dilaksanakan dan guna melakukan pengaturan semua dampak yang terjadi 

selama umur pernikahan tersebut. 

a. Perjanjian pra-nikah di Indonesia 

Terdapat beragam kelompok etnis, suku, agama, dan kelompok 

sosial yang berbeda di Indonesia. Dikenal dengan kesopanan dan nilai-

nilai kekeluargaan yang sangat baik, Indonesia, salah satu negara 

terbesar di dunia, merupakan rumah bagi beragam penduduk yang 

menjunjung tinggi adat istiadat ketimuran. Namun, seiring dengan 

perkembangan peradaban dan waktu, dinamika keluarga khususnya 

menjadi semakin kompleks di masyarakat. 

Pada zaman dahulu pernikahan di masyarakat Indonesia sudah 

mengenal yang namanya percampuran harta yang didapat selama 

pernikahan, para pasangan yang menikah tidak terjadi permasalahan 

                                                             
10

 R. wirjono prodjodikoro, , Asas-Asas Hukum Perjanjian, 2016 hal 9 
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perihal harta tiap-tiap pihak, rasa kepercayaan lan yang merupakan 

dasar mereka pada masalah pencampuran harta. Tetapi secara dinamis 

budaya asing masuk kedalam masyarakat merupakan dengan sifat 

indifidualis dan materialistis yang mana sifat ini dibawa oleh para 

penjajah sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat hingga saat ini. 

Karena adanya perubahan pada pola pikir dan budaya yang 

mementingkan diri sendiri maka banyak pasangan muda pada saat ini 

yang membuat perjanjian pra-nikah yang mana perjanjian tersebut 

dibuat dengan tujuan menjadi pegangan jikalau satu hari nanti terjadinya 

hal yang tidak diinginkan yang mana hal tersebut bisa berdampak 

merugikan bagi individu tersebut. 

Perjanjian pra-nikah merupakan budaya masyarakat 

Internasional yang mana budaya perjanjian pra-nikah ini dari 

masyarakat bagian barat dengan sifat personal serta kapitalis, sementara 

masyarakat Indonesia tidak memiliki kebiasaan dengan perjanjian pra-

nikah hingga masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap 

perjanjian ini merupakan hal tidak biasa karna karna anggapannya 

sebagai bentuk mempersiapkan perceraian dan adanya rasa tidak pecaya 

terhadap pasangan. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman dan 

banyaknya isu – isu negatif tentang pernikahan yang membuat anak 

muda atau masyarakat menjadi was – was terhadap pernikahan tersebut, 

sehingga perjanjian pra-nikah tersebut banyak yang memulai dipikirkan 

dan digunakan dari generasi muda dengan kesadaran secara penuh 

dimana perjanjian pernikahan adalah media perlindungan apabila 

kemudian waktu terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan, 

yang mana perlindungan perjanjian tersebut dilindungi oleh undang – 

undang yang berlaku. 
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b. Dasar Hukum Perjanjian Pra-Nikah di Indonesia 

Hukum yang berkaitan dengan perjanjian pranikah ini berasal 

dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 yang 

mengatur tentang perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer). Di dalam hukum katolik perjanjian pra-nikah sendiri 

tidak di atur secara rinci namun perjanjian di bolehkan didalam kitab 

hukum kanonik (KHK) yaitu di dalam kan 298 1, 301 1. Sehingga 

penulis akan menguraikan tentang perjanjian pranikah dari berbagai sisi.  

Asas-asas dasar dari perjanjian pranikah itu sendiri berasal dari 

UU No. 16 Tahun 2019 Junko putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

69/PUU-XIII/2015 di samping UU No. 1 Tahun 1974. Dalam rangka 

memberikan pergeseran penafsiran mengenai keberadaan perjanjian 

pranikah pada saat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikatan 

perkawinan
11

 

1) UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. 

Karena Indonesia MERUPAKAN Negara hukum maka 

perjanjian pra-nikah ini juga dituliskan dalam UU yang yang mana 

UU inilah yang menjadi landasan Negara. Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan UU 

No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tiga (3) peraturan yang 

mengatur tentang perjanjian pranikah di Indonesia. Pasal 29 UU 

No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

secara khusus mengatur tentang perjanjian pranikah
12

. 

Perjanjian pra-nikah harus disah kan oleh petugas pencatat 

pernikahan. Sebenarnya perjanjian pra-nikah boleh saja ditulis 

                                                             
11

Amir Nabillah, legalitas perjanjian pra-nikah  (univ Surabaya , 2021) 
12

 Syarifuddin, Amir. Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media 

Grup;2009. 
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secara pribadi atau hanya melibatkan pihak ketiga, dan 

pengesahannya dari pegawai pencatat pernikahan. Perjanjiansah 

saja dilakukan tetapi dasar hukumnya lemah. Sehingga mayoritas 

pasangan menikah dan melakukan perjanjian pra-nikah membuat 

perjanjian di notaris dan mendapatkan akta notariat sehingga 

kekuatan hukum yang melindungi perjanjian tersebut tidak dapat 

diragukan sama sekali. 

Perjanjian pra-nikah yang disetujui oleh kedua belah pihak 

tidak dapat diubah dari satu sisi pihak tetapi wajib bersepakat yang 

dibuat dari kedua pihak sehingga perjanjian tersebut bisa diubah. 

Kodratnya manusia adalah berpikir, sehingga kadang ada manusia 

yang bisa berubah pikiran setelah membuat perjanjian tersebut, 

sehingga Undang - Undang pernikahan mengakomodir hal tersebut 

dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Pernikahan 

“Selama pernikahan berlangsung perjanjian tersebut tidak 

dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk 

merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”
13

 

Dalam perkara uji materi UU No. 1 Tahun 1974 yang 

mengatur tentang perkawinan, sebagaimana tertera dalam catatan 

putusan No. 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016, 

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menuntut prinsip-

prinsip normatif uji materi: 

a. Pasal 29 ayat 1,ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 UU No 1 tahun 1974 

1) Kedua belah pihak dapat, atas persetujuan bersama, membuat 

perjanjian resmi pada saat atau sebelum upacara pernikahan. 

Perjanjian ini harus disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, 

                                                             
13

  Rachmayanti, Is (2017). Tinjauan Yuridis Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-

X111/2015. 
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dan setelah disahkan, ketentuan-ketentuannya juga akan berlaku 

bagi pihak ketiga sejauh hal tersebut relevan. 

2) Jika perjanjian tersebut melanggar batas-batas moralitas, agama, 

atau hukum, maka perjanjian tersebut tidak dapat disahkan. 

3) Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan segera setelah pernikahan 

dilangsungkan. 

4) Perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama pernikahan kecuali 

kedua belah pihak menyetujuinya dan tidak berdampak negatif 

pada pihak ketiga. 

Sepanjang tidak ditafsirkan bahwa perjanjian tersebut mulai 

berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam 

perjanjian perkawinan, maka Pasal 29 ayat 3 UU No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan (lembaran NKRI tahun 1974 No. 1, tambahan 

lembaran NKRI No. 3019) bertentangan dengan UUD NKRI. 

Kemudian, pengaturan harta pranikah kembali diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

2) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)  

 Pasal 147 KUHPer mengatur bahwa perjanjian pranikah harus 

dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum akad nikah. 

Artinya, keberadaan akad itu bergantung pada selesainya akad nikah 

atau dilaksanakan pra pernikahan dilangsungkan. Maknanya adalah 

syarat mutlak tentang adanya perjanjian tersebut.
14

 

 Di dalam pasal yang sama disebut kan juga bahwa perjanjian 

pra-nikah tidak dapat diubah melalui beragam cara, jika ada perceraian 

dan pernikahan kembali sehingga tidak bisa menjadi alasan untuk 

mengubah perjanjian yang telah disepakati tersebut. 

                                                             
14

  Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 147. 
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 Ada beberapa yang tidak dimuat dalam perjanjian pra-nikah 

didalam KUHPer mencakup hal tersebut: 

a) Pasal 139  

Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang 

dan peraturan undang – undang mengenai harta bersama asalkan hal 

itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula 

ketentuan – ketentuan berikut.
15

 

b) Pasal 140 

1) Tidak boleh melanggar hak marital dari suami yaitu hak suami 

dalam statusnya sebagai suami yaitu seumpamanya suami yang 

yang harus menetapkan dimana suami istri harus tinggal. 

2) Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua menurut pasal 

300, kekuasaan orang tua dilakukan oleh suami. 

3) Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang – undang 

kepada suami atau istri yang hidup paling lama, ini mengenai hak 

waris dari suami atau istri (852 a). suami istri yang hidup paling 

lama demi hukum menjadi wali (845). 

4) Tidak boleh melanggar hak suami dalam statusnya sebagai kepala 

persatuan suami istri. Umpanya tidak boleh diperjanjikan bahwa 

istri dapat bertindak sendiri jika mengenai harta persatuan. 

c) Pasal 141 

Tidak boleh melepaskan haknya atas legitieme portie (hak mutlak) 

atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari 

keluarganya. Pasal ini sebenarnya tidak perlu, karna soal legitieme 

portie tidak dapat diatur lain dari pada menurut undang – undang. 

Dan pengaturan warisan dari anak keturunannya harus dengan wasiat. 

 

                                                             
15

  Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 139 
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d) Pasal 142 

Tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian utang yang jatuh kepada 

salah satu pihak, ditentukan lebih besar dari bagian keuntungannya. 

e) Pasal 143 

Tidak boleh diperjanjikan dengan kata – kata umum bahwa ikatan 

pernikahan harus tunduk pada ketentuan – ketentuan di luar negri, 

adat kebiasaan atau peraturan daerah. 

Terdapat asas dalam KUHPer yang memperbolehkan pasangan 

suami istri bebas memilih pengaturan pranikah tersebut. KUHPer Pasal 

139 memberikan penjelasan mengenai akad nikah dan isinya. Batasan 

pemikiran mengenai kesanggupan kedua belah pihak dalam 

memutuskan apa yang termasuk dalam perjanjian dituangkan dalam 

pasal 139 KUH Perdata (KHUPer), tersebut iyalah: 

1. Menghindari perjanjian-perjanjian yang melanggar kesusilaan atau 

ketertiban umum. 

2. Memelihara hak dan tanggung jawab isteri yang paling panjang 

umurnya sebagaimana hak suami. 

3. Tidak pernah memberikan penjaminan bahwa salah satu pihak akan 

melunasi utangnya melebihi porsi hartanya. 

4. Tidak diberikan persetujuan untuk mengatur harta kekayaan sesuai 

dengan norma hukum asing. 

5. Segala sesuatu boleh ditambahkan dalam perjanjian perkawinan 

sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama, dan 

hukum. 

6. Syarat-syarat perjanjian mematuhi hukum; Namun karena dalam 

perjanjian disebutkan bahwa istri tidak berwenang untuk 

mengajukan gugatan, maka hal ini bertentangan dengan undang-

undang yang mengatur hak perempuan yang sudah menikah untuk 

mengajukan gugatan. 
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7. Syarat perjanjian tidak bertentangan dengan ajaran agama; misalnya 

suami istri masih bisa menjalin hubungan terbuka dengan laki-laki 

dan perempuan lain. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan ajaran 

agama, karena agama melarang pergaulan bebas apa pun yang 

melampaui batas-batas yang dapat diterima secara moral. 

8. Apabila perjanjian asal tidak mengatur perkawinan itu akan 

dilangsungkan, maka diadakan penyatuan para pihak, sesuai dengan 

perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPer).
16

 

Pada Pasal 147 KUHPer ada persyaratan didalam pembuatan 

perjanjian sebagai aturannya: 

a. Penggunaan akta notaris guna ke-sah-an perjanjian serta bertujuan 

guna : 

1) Menahan diri guna tidak mengambil keputusan secara terburu-

buru dikarenakan risiko perjanjian yang akan ditanggung secara 

permanen. 

2) Guna penjaminan kejelasan hukum 

3) Menjadibarang bukti yang sah. 

4) Merupakan bukti yang dapat diandalkan didalam Pasal 149 

KUHPer yang berisikan setelah sebuah pernikahan atau 

perkawinan dilangsungkan dengan cara apapun, sehingga 

perjanjian pra-nikah tidak dapat diubah bagaimanapun juga guna 

mencegah terjadinya pemalsuan.  

b. Calon suami dan istri memiliki pilihan guna pemilihan salah satu dari 

beberapa bentuk perjanjian pra-nikah : 

1) Perjanjian pra-nikah berlandaskan pasal 115 KUHPer yang 

mengatur untung maupun rugi yang akan ditanggung bersama.  
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 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer), pasal 139 
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2) Kesepakatan perihal pembagian pendapatan.  

3) Pembuangan seluruh sumber daya secara bersama 

Abdul kadir Muhammad juga berpendapat ada beberapa 

persyaratan dalam pembuatan perjanjian pra-nikah / perjanjian 

pernikahan adalah sebagai berikut
17

 : 

1) Dilakukan pada hari pernikahan atau sebelumnya. 

2) Dalam akta yang telah mendapat persetujuan pencatat perkawinan. 

3) Syarat perjanjian menghormati batasan kesusilaan, agama, dan 

hukum. 

4) Dimulai segera setelah perkawinan dilangsungkan. 

5) Perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama berlangsungnya 

perkawinan. 

6) Akta nikah memuat syarat-syarat perjanjian perkawinan.
18

 

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang memuat syarat-syarat 

yang dituangkan dalam KUHPer pasal 1320 mengenai syara-syarat 

tersebut. Perjanjian pranikah ini harus diikuti selain dari apa yang 

disebutkan dalam pasal 1320 karena merupakan perjanjian hukum yang 

mengikat bagi yang mengadakannya, sebagaimana disebutkan dalam 

pasal 1338 tentang itikad baik. Khusus untuk keperluan pembuatan 

perjanjian pranikah, ada kemungkinan pasangan suami istri yang dituju 

belum mencapai usia sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 

KUHPer 

1) Pihak terkait atau bersangkutan telah sesuai persyaratan guna 

kelangsungan pernikahan.  

2) Bantuan dilakukan dari individu yang izinnya dibutuhkan guna 

melangsungkan pernikahan. 
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 Damanhuri, Op. Cit,Hlm.19. 
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 PPRI, no 9 th 1975, Pelaksanaan Pernikahan Bab IV tentang akta pernikahan pasal 12. 
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3) Apabila pernikahan diizinkan oleh hakim, sehingga eprencanaan 

pembuatan perjanjian pra-nikah wajib mendapatkan konsep dan 

persetujuan dari pengadilan. 

Selain perjanjian pra-nikah mempunyai syarat sah, perjanjian 

pra-nikah mempunyai ketentuan yang tidak boleh dilakukan di atur pada 

pasal 139 – 142 KUHPer yaitu : 

1) Pertentangan kesusilaan maupun ketertiban umum tidak 

diperbolehkan terjadi.
19

 

2) Persyaratan yang menghilangkan kewenangan suami sebagai kepala 

keluarga tidak dapat diterima, begitu pula ketentuan yang menjamin 

istri akan hidup mandiri dirumah sendiri dan tidak tinggal serumah 

dengan suaminya.
20

 

3) Keduanya tidak diperkenankan menguasai harta warisan 

keturunannya atau mengadakan perjanjian yang mengabaikan 

persyaratan hukum perihal pewarisan bagi keturunannya. Tidak dapat 

disepakati salah stau pihak berhutang lebih banyak daripada yang 

diperoleh dari harta bersama.
21

 

4) Keduanya dialrang menandatangani perjanjian yang berisikan syarat-

syarat secara luas serta perkawinannya tunduk pada batasan hukum. 

C. Literatur Review 

Dari analisa penulis pada studi berupa media ataupun perpustakaan terdekat, 

dimana penelitian yang berisikan pembahasan mengenai Relasi Sosial Antara Etnis 

Tionghoa Dengan Masyarakat Islam sejauh pengamatan penulis sudah banyak karya 

yang membahas tentang Relasi Sosial antar etnis maupun antar umat berAgama, 

diantaranya adalah: 
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1) Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam oleh Elin Siswanti 

  Fokus penelitian adalah aspek perjanjian pranikah ditinjau dari 

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pasangan yang melanggar perjanjiannya. Berdasarkan temuan 

penelitian, perjanjian pranikah menurut hukum Islam adalah sah dan 

dapat dilakukan oleh siapa saja, apapun keinginannya. Hal yang tidak 

sesuai dengan hukum agama, khususnya Islam, dianggap sebagai 

pelanggaran terhadap keimanan. Pihak yang melanggar perjanjian 

pranikah akan menghadapi sanksi hukum. Pihak yang terkena dampak 

dapat mengajukan pembubaran perkawinan, dengan menyatakan bahwa 

pelanggaran tersebut telah membahayakan kemampuan suami-istri 

untuk melanjutkan hubungan sebagai suami-istri.
22

 

2) Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan oleh Seri Antonius 

  Fokus penelitian ini adalah Pernikahan Kristen dari sudut 

pandang kitab suci. Metode studi literatur diterapkan dalam penelitian 

ini. Temuan dari penelitian ini adalah: Kita dapat melihat lebih jelas apa 

yang sebenarnya ingin Paulus sampaikan tentang menikah atau 

melajang dari buku catatan ini. Melalui penelusuran sejarah di balik 

pernyataan “Lebih baik laki-laki tidak menikah”, kita dapat memperoleh 

pemahaman tentang makna dan kesakralan pernikahan. Setelah 

memeriksa dengan cermat I Korintus 7:1–16 dan Efesus 5:22–33, 

kesimpulan berikut dapat diambil: Pertama-tama, Paulus memandang 

pernikahan sebagai suatu kelonggaran dan bukan suatu mandat. Kedua, 

pernikahan Kristiani memerlukan pemahaman, visi, dan misi yang besar 

karena lembaga pernikahan itu suci dan sakral. Alkitab lebih menyukai 

pernikahan monogami daripada poligami. Ketiga, baik yang belum 

menikah maupun yang sudah menikah mempunyai keuntungan masing-
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masing. Dalam hal ini, penting untuk disadari bahwa semua yang kita 

lalui adalah contoh nyata bagaimana kita mengikuti tuntunan Tuhan. 

Kami puas karenanya. Keempat, penyerahan diri tanpa pamrih adalah 

landasan pernikahan yang sukses, langgeng, dan stabil; ketundukan dan 

cinta adalah dua aspek dari hal yang sama.
23

 

3) Pandangan Gereja Di Indonesia Terhadap Perjanjian Pra-nikah oleh 

friedrich Oscar l lontoh  

  Fokus  penelitian ini adalah tentang Pendapat gereja-gereja di 

Indonesia tentang perjanjian pranikah. Temuan ketiga didalamnya 

adalah menjadi lajang dan menikah memiliki manfaat yang sama. 

Dalam hal ini, penting untuk disadari bahwa segala sesuatu yang kita 

alami merupakan hasil nyata dari ketundukan kita pada arahan Tuhan. 

Itu yang membuat kami bahagia. Keempat, cinta dan ketundukan adalah 

dua sisi dari mata uang yang sama, dimana penyerahan tanpa pamrih 

adalah landasan pernikahan yang aman dan bahagia.
24

 

4)  Perjanjian Pernikahan Asas Keseimbangan Dalam Pernikahan. oleh 

Puji Kurniawan  

  Metode penulisan studi kepustakaan (library riseseart) 

digunakan dalam penelitian yaitu perjanjian pernikahan yang bukan 

cukup terkait tentang harta benda dari pernikahan, tetapi mencakup 

persyarakat maupun kebutuhan atau rasa ingin guna dipenuhi kedua 

pihak terkait sepanjang tidak terjadi pelanggaran batas hukum, agama 

serta kesusilaan.
25

 

5) Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra-nikah Dalam Perspektif Hukum Islam 

Dan Hukum Positif Indonesia oleh Nuyun Nurillah  
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  Fokus penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan perjanjian 

pranikah yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif 

Indonesia, serta akibat-akibat hukum apabila perjanjian pranikah tidak 

dipatuhi. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. Kajian hukum yang dilakukan dengan 

melihat data sekunder atau bahan pustaka dikenal dengan penelitian 

hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut hasil 

penelitian, perjanjian perkawinan merupakan suatu akad yang disepakati 

oleh calon pasangan yang akan melangsungkan upacara perkawinan 

untuk menjadi pasangan suami istri yang diakui secara sah. Tujuan dari 

perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan kestabilan finansial 

bagi suami istri jika terjadi konflik keluarga yang berujung pada 

perceraian. Ini mengikat secara hukum dan mulai berlaku segera setelah 

pernikahan. Dalam menjaga harta benda dalam suatu perkawinan, baik 

karena kehilangan atau karena keadaan lain, maka perjanjian 

perkawinan merupakan hal yang sangat penting.
26

 

6) Perjanjian Pra-nikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Di Dusun 

Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan)oleh Syami Yuliana Fitri 

  Fokus penelitian ini adalah Dusun Tanjung Waras, Desa Merak 

Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan: Praktek Pra 

Perjanjian. Tesis ini ditulis dengan menggunakan teknik penelitian 

lapangan. Berdasarkan temuan penelitian, calon pasangan suami istri 

yang mengalami rasa cemas dan khawatir terhadap lingkungan sekitar 

merupakan pihak yang memperoleh manfaat dari akad nikah menurut 

syariat Islam di Dusun Tanjung Waras, Desa Merak Batin, Kecamatan 

Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Perjanjian pranikah yang mereka 
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adakan merupakan hasil dari kekhawatiran dan kegelisahan mereka, 

yang mereka manfaatkan untuk melindungi dan melestarikan rumah 

mereka jika terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan.
27

 

7) Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-nikah Di Kabupaten 

Pamekasan oleh Ach Redy Bachtiar Efendi 

  Studi yang berkonsentrasi pada bagaimana masyarakat kelas 

menengah, kelas bawah, dan kelas atas memandang perjanjian pranikah. 

Dengan teknik penelitian kualitatif dan bentuk penelitian deskriptif.
28

 

8) ketentuan perjanjian pra-nikah dalam hukum pernikahan di Indonesia 

oleh roos nelly 

  Fokus penelitian pada permasalahan perjanjian pernikahan 

berisikan peraturan guna pengurusan dan pengelolaan harta kekayaan 

suami serta istrik secara langsung dari calon suami istri sesuai 

kesepakatan musyawarah secara mufakat. Dimana penelitian berjenis 

yuridis normatif melalui pendekatan UU.
29
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian pustaka menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif, dan jenis penelitian ini adalah library research yaitu pengumpulan data 

atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data 

yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang ada pada dasarnya tertumpu pada penelaah kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. 

  

B. Sumber Data 

a. Sumber data primer  

 Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti, yang mana sumber data ini berasal dari kutipan dari buku serta 

artikel. 

b. Sumber data sekunder  

 Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan 

oleh seorang penulis yang tidak secara langsung mengamati, dan 

berpartisipasi langsung dalam kenyataan yang penulis deskrpsikan. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data literer yaitu bahan – bahan pustaka yang koheren 

dengan objek pembahasan yang dimaksud. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut 

dikumpulkan dan diolah dengan cara kepustakaan yaitu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berbagai macam material yang terdapat diruang kepustakaan 

seperti jurnal, buku, skripsi terdahulu, dokumentasi dan lain sebagainya. 

. 
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D. Teknik Analisis Data  

Analisis data yang dipakai oleh penulis dalam kajian penelitian ini ialah 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak baik di 

dalam media massa maupun media cetak. Atau analisis isi adalah suatu teknik 

penelitian untuk membuat inferensi – inferensi yang dapat ditiru / reliabel dan shahih 

data dengan memperhatikan konteksnya. Serta dilakukan dengan cara kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis 

atau tulisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan 

metode berfikir induktif, yaitu berfikir berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa yang khusus ditarik generalisasi sehingga mempunyai sifat umum. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis masalah yang telah penulis uraikan diatas yang sesuai 

dengan judul skripsi maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Perjanjian Pra-Nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh seorang 

laki – laki dan perempuan yang akan menikah, perjanjian dibuat sebelum 

terjadinya pernikahan. Perjanjian tersebut secara umum berisikan hal yang 

menyangkut tentang anak, harta, hak waris, hak dan kewajiban yang harus 

dilakukan oleh pasangan suami istri di dalam rumah tangga dengan tujuan 

menjadikan rumah tangga yang harmonis. Perjanjian pra-nikah juga 

berisikan jika terjadinya hal yang tidak dinginkan seperti perceraian, 

kekersan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Sehingga perjanjian 

pra-nikah merupakan suatu jaminan yang bisa dituntut dan dipertanggung 

jawabkan dimata hukum. Indonesis merupakan negara hukum yang mana 

hukum yang telah ditetapkan bisa dituntut dan dipertanggung jawabkan. 

Perjanjian pra-pranikah juga diatur di dalam perubahan atas Undang – 

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

2. Perjanjian pra-nikah dalam hukum Islam yang mana hukum yang mengatur 

hal tersebut berada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45 dan 46. 

Bahwa perjanjian dibuat oleh pasangan yang akan menikah dalam bentuk 

taklik – talak dan perjanjian lain tidak boleh bertentangan dengan hukum 

Islam. Permbuatan perjanjian pra-nikah di dalam Islam tidak menjadi 

sebuah syarat, yang mana jika perjanjian tersebut tidak dibuat maka 

pernikahan masih tetap bisa dilangsungkan dan dianggap sah. Tetapi jika 

ada pasangan yang akan menikah dan membuat perjanjian pra-nikah 

tersebut maka perjanjian tersebut harus dilaporkan kepada Dukcapil, 

notaris, atau KUA setempat. 
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3. Perjanjian pra-nikah dalam Katolik tidak berbeda jauh dari Islam, 

perjanjian pra-nikah dalam Katolik sebetulnya tidak dibutuhkan karena 

pernikahan adalah suatu hal suci dan sakral yang berdasarkan cinta dan 

kasih. Tetapi semakin berkembangnya jaman dan banyaknya perceraian, 

banyak juga anak muda yang takut akan pernikahan maka dari itu 

perjanjian pra-nikah merupakan jalan tengah yang bisa diambil untuk 

melindungi hak dan kewajiban tersebut. Sehingga pihak Gereja memberkan 

kelonggaran terhadap perjanjian pra-nikah tersebut, yang mana disebutkan 

dalam Kitab Hukum Kanonik : 299 § 1 “Kaum Nasrani berhak sepenuhnya 

untuk mendirikan perserikatan – perserikatan, dengan perjanjian privat 

antar mereka sendiri, untuk mengejar tujuan yang disebut dalam kan 298 § 

1, dengan tetap berlaku ketentuan kan 301 § 1.” Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpukan bahwa semua perjanjian diperbolehkan seperti hal yang 

diatur di dalam kan. 301 § 1 dan tidak boleh melanggar aturan tersebut, jika 

ada satu saja aturan yang dilanggar maka perjanjian tersebut dianggap tidak 

sah di dalam Gereja. 

 

B. Saran  

1. Ditujukan  untuk semua warga indonesia, bahwa perjanjian pra-nikah 

bukan hal yang buruk untuk di lakukan. Demi melindungi hak dan 

kewajiban, kita berhak untuk membuat perjanjian yang bertujuan untuk 

membuat masa depan kita terlindungi jika suatu saat nanti ada hal yang 

tidak diinginkan. Zaman sekarang cinta tidak bisa di pertanggung 

jawabkan, banyak orang yang menikah karna cinta tetapi tidak banyak juga 

terjadi perceraian karena tidak memiliki dasar lain selain cinta. 

2. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, tentusaja jika ada 

kesalahan dan kekeliruan yang di temukan oleh pembaca penulis sangat 

terbuka akan kritik dan saran untuk memperbaiki dan penyempurnaan.  
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Peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat 

menjadi referensi dan bisa memperluas pembahasan tentang perjanjian pra 

nikah dalam perspektif hukum Islam dan Katolik ini. 
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